[ SALINAN ]

KEPALA DESA WIRONANGGAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA WIRONANGGAN
NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DESA WIRONANGGAN

KECAMATAN GATAK
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA WIRONANGGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan skala prioritas kegiatan dan

Mengingat :

menjamin efektifitas dan efisiensi penggunaan Alokasi Dana
Desa maka perlu adanya Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD)
untuk itu perlu dilakukan musyawarah di desa;

bahwa berdasarkan hasil musyawarah di desa telah
menyepakati penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun
2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala
Desa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



6.

10.

11.

12.

13.

2

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2022 Nomor 12);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45)

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
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Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah
bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 48 Tahun 2019 tentang
Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 48);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 79 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor
79);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 85 Tahun 2020 tentang Tata
Cara Penyaluran dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 85);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020
Nomor 88);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Penyaluran Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 4);

Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 414/707 Tahun 2020
tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa dan Besaran
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten
Sukoharjo;

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2019 tentang
RPJMDesa Wironanggan Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa
Wironanggan Tahun 2019 Nomor 1 );

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2019
Nomor 2 );

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hal Asal-Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2019
Nomor 3);

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Wironanggan
Tahun 2019 Nomor 4 );
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Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa
Wironanggan (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023
(Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2022 Nomor 4 );

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
(Lembaran Desa Wironanggan Tahun 2022 Nomor 7 );

Peraturan Desa Wironanggan Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Wironanggan
Tahun 2023 Nomor 1 );

MEMUTUSKAN :

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2023
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wironanggan
pada tanggal 6 Januari 2023

KEPALA DESA WIRONANGGAN,

ttd.

DWI SURATMANTO

Tembusan dikirim kepada, Yth :

Bupati Sukoharjo;

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sukoharjo;
Camat Gatak;
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